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TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDT) HUKUM
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PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

batwa dalam rangka manmgjmlk:m pengetahuan, kzcaknpan dan kgtmmpilnn aparatur

dalam lof i Hukum dip perlu gparakan

Blm'bmga.n Teknis .Iarm;,arn Dokumentasi dan Informasi { {IDn l‘lukllﬂ'k

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat

berjalan tertib, terkoordinasi, berdava guna dan berhasil guna dipandang perin

membentuk Panitia dan  menunjuk nara swnber serta materi, moderator dan
pkannya dengan Kep Gub L

Undang-undang Nomor 14 Tahiun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1
Lampung,

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrdh,
. Perawran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,

. Peroturan Pemerintah Nomor 105 Tahwn 2000 temang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

. Perawran Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

atas Penyclenggaraan Pemenntah Daerah;

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 temang Organisasi dan

Tata Kerja Sek iat Daerah dan S¢l iat DPRD Provinsi Lampung;

. Peraturan Dacrah Propinsi Lampung Momor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daccah;

. Perattiran Dacrah Provinsi anpmi, Nurmorr3 Tahun 2004 tentang Rencana Strateiik

Provinsi Lampung Tahun 2004 -200:

. Peruturan Daersh Propinsi Lampung MNomer 1 Tahun 2005 tentang Anpgparan

Pendapatan dan Belanga Daerah Provingt Lampung Tahun Anggaran 2005,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 lahun 2004 tentang Pedoman
Pembinaan Hukum di Daerah;

K Gub 1 g Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaras
Pmdapman dan Belanja Daerah, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
K Gut 1 img Nomor GAOST/E.VITIK/2005 lentang  Penctagan

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Prowinsi Lampung Tahun Anggaran 2065,
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Tembusan :

MEMUTUSKAN :

1 Menyelenpgarakan Bimbingan Tekmis  Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI)

Hukum Py intah Propinsi Lamp pada bulan Juni Tahun 2005 dengan peserta

dari [nas/ Instanst, Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Membeniuk Panitia dan juk Mara Sumber/P h,  maten dan Moderator

pada Bimbingan Teknis Jari Dok i dan Infi i (JDF) Hukum Pemerintak

Provinsi Lampung dengan -bagi dalam lampiran 1,

il dan 1T Kepotysan ini,

Penitia scbageimana dimaksud Diktum Kedua  mempunvai tugas  pokok schagai

bertkut:

1. M dan yelenggarakan Bimbi Teknis Jaringan Dokumentasi
{1D1) Hukum vang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung:

2, Mendampingi  PengajacMara Sumber, Penceramah selama yang bersanghutan
memberikan materi:

3. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Bimbingan teknis jaringan Dokumentasi
dan Informasi (JD1) Hukum,

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD
Provinsi lampung Tahun Anggaran 2005 pada Daflar Anzgaran Satuan Kerja {DASK)
Sekretariat Daerah Provinst Lampung  pads Kegiatan Bimbingan Teknis JDI {Hukum)
Tingkat Dasar Pemerintah Provinsi Lampung,

Hal-hal lain yang belum diatur dalam K ini i tekmis

pelaksanasnnya akan diatur lebih lanjol sleh Kepala Biro 1ukum SeLrel.annt Daerali
Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeli dalam Kep ini akan diadad
pembetulan sebagaimana mustinya.

‘Ditetapkandi  Telukbetung
padatanggal 7 Apeil 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Diograh Provinsi,
dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460 0412 966

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung;;

2. Kepala Biro Kauangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;

4, Himpunan Surat Keputusan.



